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MPANAN
No: 000192/TMZ-AHD/SWM/0004/V11/2019

“Heoi orong-orong yang beriman, penubiloh aqad-aqad itu...” (QS. Al-Maidoh: 1)
Bismillaahirrahmaanirrahiim

ODwngan beclindung kepada Allsh SWT dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, pada hari ini, Sabtu, tanggae! 06 Juki 2019, kami yang bwda
tangan d bawah i

| Nama 00X
Alamat 000X
No dentitas 000X
No Anggota X000

Bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut ANGGOTA (Shohibul Maal)

i Nama SUKAMTO,S. T
Alamat PUCUNG NGRANCAH RT. 04 SRIHARIO IMOGIRI BANTUL
Jabatan MANAJER MARKETING KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG AHMAD DAHLAN

Yang dalam hal ini sesuai dengan SOP Pendanaan, bertindak dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS
BINA UTAMA yang berkedudukan di Wonosobo, selanjutnya disebut TAMZIS {Mudharib).

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ANGGOTA menitipkan dananya kepada TAMZIS melalui Simpanan Mutiara, dan TAMZIS menyetujuinya serta bertanggung jawab penuh terhadap
keamanan dan keberadaan dana ANGGOTA.
Pasal 2
1. Simpanan Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menggunakan prinsip Wadiah yad dhamanah, yaitu ANGGOTA menitipkan dana
kepada TAMZIS, dan TAMZIS dapat mengelola dana ANGGOTA untuk disafurkan kepada anggota lain dalam bentuk pembiayaan yang hafal.
2. TAMZIS memberikan athaya (bonus) kepada ANGGOTA yang setiap bulannya dibukukan kedalam rekening ANGGOTA atau diberikan dalam
bentuk souvenir. Jenis dan nilai nominal athaya sepenuhnya ditentukan oleh TAMZIS.

Pasal 3
Anggota mengijinkan Tamzis untuk memotong pajak athaya (bonus) milik anggota yang lebih besar dari Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh riby
Rupiah) perbulan sebesar 10 % sebagaimana diatur dalam UU No 36 th 2008 tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 tahun 2009 untuk disetorkan ke kantor pajak

Pasal 4
Saldo Minimal
1. Saldo minimal Simpanan Mutiara ditetapkan sebesar Rp. 8.000
2. Jika saldo rekening Simpanan Mutiara milik ANGGOTA sama atau lebih kecil dari saldo minimal dan selama enam bulan tidak ada transaksi
maka ANGGOTA mengijinkan TAMZIS menutup rekeningnya.
3. Satu tahun setelah penutupan rekening, TAMZIS berhak menghapus sejarah rekening mutiara ANGGOTA dari sistem informasi Tamals.

Pasal 5
Biaya Administrasi dan Pemeliharaan Rekening
ANGGOTA mengijinkan TAMZIS setiap bulan mendebet rekeningnya sebesar Rp. 500 per bulan sebagai biaya pemeliharaan rekening
TAMZIS akan memberitahukan kepada ANGGOTA jika terjadi perubahan nominal biaya pemeliharaan rekening.
Penggantian buku rekening yang penuh tidak dikenakan biaya. £
Penggantian buku rekening yang hilang atau rusak kerena kesalahan anggota dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000
. Penutupan rekening dikenakan biaya Rp. 5.000

Ve wN e

Pasal 6
Buku rekening Mutiara adalah tanggungjawab ANGGOTA. Penyalahgunaan buku rekening Simpanan Mutiara oleh pihak ketiga tidak menjad:
tanggungjawab TAMZIS.

Pasal 7
Apabila terjadi sesuatu diluar k puan manusia terhadap ANGGOTA, maka ANGGOTA menunjuk keluarga yang dapat dihubungl yang dapat
mewakili ANGGOTA untuk menyelesaikan akad ini dengan TAMZIS, yaitu:

1  Nama T XXX 2 Nama L 00X
Alamat - 00XX Alamat XXXXX
No. Telp o OXXXXX No. Telp XOO0(X

DEMIKIAN PERJANJIAN INI dibuat dan disepakati di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, hal-hal yang belum tercantum dalam
perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan dasar peraturan yang berlaku di TAMZIS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

perjanjian ini.

ANGGOTA TAMZIS

{O0XX) (SUKAMTO, 5. T.)



Bismillaahirrahmaanirrahiim
“Allah telah mengholalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS: Al-Baqarah [2] : 275)
“Hal oranqg-orang yang beriman penuhiloh akad-akad itu” (QS: Al-Maa'idah [5] : 1)

(dalam hadits qudsi) “Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melokukan syarikah, selama seorang diantara
mereka tidak berkhianat kepada kawon syarikatnya, apabila diantara mereka ada yang berkhionat, maka Aku okan
keluar dari mereka (tidok melindungi)”

(HR Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra.)

Rasulullah bersabda : “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kedzalimon ..."
(HR. Muslim)

AKAD MURABAHAH
Nomor: 000265/TMZ-AHD/MRA/0009/V11/2019

Dengan memohon ridho Allah SWT. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2019 (Dua Puluh Juni Dua Ribu Sembilan
Belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUKAMTO, S. T., Pekerjaan Karyawan Swasta, lahir tanggal 16 November 1977, Warga Negara Indonesia,
beralamat di XXXXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXX dalam hal yang diuraikan di
bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang
Ahmad Dahlan dan karenanya berdasarkan surat kuasa Nomor bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Stariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA, beralamat di JI. S.
Parman No. 46 Wonosobo, selaku Penjual, selanjutnya disebut TAMZIS.

2. Nama OXXXXX
Umur/tempat/tanggal lahir  :  XXXXX
Pekerjaan : XXXXX
Alamat Rumah T XXXXX
Alamat Pekerjaan § e
Nomor KTP T XXXXX

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama diri sendiri, selaku Pembeli, selanjutnya disebut ANGGOTA.

TAMZIS dan ANGGOTA selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak, bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pihak akan melaksanakan transaksi Murabahah berlandaskan pada ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, saling percaya, ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggung jawab menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku.

2. Bahwa TAMZIS akan menjual kepada ANGGOTA barang yang dibeli dari Pemasok sesual pesanan ANGGOTA
dan ANGGOTA akan membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada TAMZIS

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan dan menandatangany akad
Murabahah (selanjutnya disebut, Akad) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
DEFINISI
Dalam Akad ini, yang dimaksud dengan:

1. Murabahah adalah Jual Beli antara ANGGOTA sebagai pemesan untuk membeli, dan TAMZIS sebaga! penjual
dan penyedia barang, yang di dalam akad jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang,
harga beli TAMZIS dan harga jual TAMZIS kepada ANGGOTA sehingga termasuk di dalamnya
keuntungan/margin yang diperoleh TAMZIS, serta persetujuan ANGGOTA untuk membayar harga jual
TAMZIS tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus atau secara angsuran

2. Akad adalah kesepakatan tertulis antara TAMZIS dan ANGGOTA yang memuat adanya hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah

3. TAMZS adalah penjual yang menyediakan fasilitas jual beli Murabahah kepada ANGGOTA atas pembelian
barang yang dipesan oleh ANGGOTA dengan cara TAMZIS secara prinsip membeli barang dar Pemasok
untuk kepentingan dan atas pesanan ANGGOTA.
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ANGGOTA adalah pembeli yang berkewajiban membeli barang sesuai pesanan yang telah dilakukan oleh
ANGGOTA kepada TAMZIS

5 Pemasok adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh TAMZIS untuk menyediakan barang yang akan
dibeli oleh TAMZIS dan selanjutnya akan dijual oleh TAMZIS kepada ANGGOTA

6. Barang adalah objek Akad ini, yang maliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah,
baik zat maupun cara memperolehnya,

7. Harga Beli adalah sejumlah vang yang dikeluarkan TAMZIS untuk membeli barang dari Pemasok yang
dipesan oleh ANGGOTA dan disetujui oleh TAMZIS berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan
(SP3) darl TAMZIS kepada ANGGOTA, termasuk didalamnya biaya blaya langsung yang terkait dengan
pembelian barang tersebut

8 Keuntungan adalah pendapanp bersih TAMZIS atas terjadinya jual-bell Murabahah yang disetujul TAMZIS
dan ANGGOTA

9. Harga Jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan TAMZIS yang disepakati oleh TAMZIS dan
ANGGOTA yang ditetapkan dalam Akad ini.,

10. Diskon Murabahah adalah pengurangan harga yang diperoleh lembaga keuangan syaniah sebagai pihak
pembeli dari pemasok.

11. Hutang Murabahah adalah hutang ANGGOTA yang timbul karena jual-beli Murabahah yang wajib dibayar
oleh ANGGOTA kepada TAMZIS

12. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) adalah penawaran jual-beli Murabahah dan TAMZIS yang
memuat ketentuan dan syarat-syarat jual-beli Murabahah yang diberikan oleh TAMZIS yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Akad ini,

13. Pengakuan Hutang adalah surat pernyataan yang merupakan salah satu bukti adanya kewajiban dan
kesanggupan ANGGOTA untuk membayar hutang Murabahah yang timbul sehubungan dengan transaksi
jual-beli Murabahah antara TAMZIS dan ANGGOTA.

14. Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya
atas barang yang dijadikan agunan bagi terlaksananya kewajiban ANGGOTA terhadap TAMZIS berdasarkan
Akad ini.

15. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal - Akad inl, yang
menyebabkan TAMZIS dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan
sekaligus jumlah kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS sebelum jangka waktu Akad ini berakhir

16. Hari Kerja adalah hari kerja TAMZIS cabang Ahmad Dahlan, yaitu hari Senin s/d Jumat/Sabtu.

Pasal 2
POKOK PEMBIAYAAN

TAMZIS berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual barang yang dipesan oleh ANGGOTA dan menyerahkannya
kepada ANGGOTA, dan ANGGOTA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menenma
barang serta membayar harganya kepada TAMZIS.
Barang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dipesan oleh ANGGOTA yang diadakan oleh TAMZIS untuk dijual
kepada ANGGOTA, yaitu HONDA VARIO 150 WARNA HITAM
Besarnya pembiayan atas barang yang dibeli TAMZIS sesuai pesanan ANGGOTA tersebut sebagal berikut

a. Harga Bell :Rp 24.040.000,-
b. Urbun/uang muka ‘Rp 5.000.000,
¢. Harga Perolehan :Rp 19.040.000,-
d.  Margin :Rp 10.281.600,-
e. Hargalual :Rp 29.321 600,

Harga Jual TAMZIS sebagaimana ayat 3 Pasal ini telah disepakati pada saat ini dan oleh karena itu tidak dapat
berubah karena sebab apapun termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter

Harga Jual TAMZIS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal inl tidak termasuk biaya notaris, materai dan lain-lain
sejenisnya, yang oleh Para Pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada ANGGOTA

Harga Jual TAMZIS sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan hutang Murabahah yang wajib dilunasi oleh
ANGGOTA.

Pasal 3
DISKON MURABAHAH
Dalam hal TAMZIS mendapat diskon dari Pemasok sebelum Akad ditandatangani (sebelum Akad direalisasikan),
maka diskon tersebut merupakan hak ANGGOTA.
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pembenan diskon dari Pemasok terjadi setelah Akad ditandatangani, pembagian diskon antara TAMZIS dan
NGGOTA disepakati masing-masing sebesar 100 % (Seratus persen) untuk TAMZIS, 0 % (Nol persen) untuk
ANGGOTA

Pasal 4
PENYERAHAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara TAMZIS dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan
TAMZIS, penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada
ANGGOTA.

2. Dengan disepakati akad ini, atas penyerahan barang yang dilakukan, maka TAMZIS telah menjual dan
mengalihkan bukti kepemilikan barang kepada ANGGOTA dalam keadaan yang telah diketahui oleh Para Pihak
tanpa diterangkan lebih lanjut dalam Akad ini, dan dengan ini ANGGOTA membeli dan menerima barang dari
TAM2S.

3. TAMZIS menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah benar milik TAMZIS, tidak dalam sengketa, tidak
dalam sitaan, tidak dalam tuntutan dari pihak manapun ataupun tidak dalam jaminan suatu hutang

4. Pajak-pajak yang timbul dalam rangka pemindahan hak kepemilikan atas barang menjadi beban dan harus
dibayar oleh ANGGOTA,

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada TAMZIS untuk membayar Harga Jual TAMZIS
sebagaimana dimaksud Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) bulan sejak tanggal ditandatangar
Akad ini dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2021 (Dua Puluh Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu) dengan
cara mengangsur pada tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya, masing-masing angsuran sebesar Rp 977 387 -
(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

2. Apabila ANGGOTA membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh TAMZIS lebih awal dan
waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangl
bagian dari keuntungan yang menjadi hak TAMZIS sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad i

3. Setiap pembayaran, pelunasan atau angsuran atas hutang Murabahah wajib dilakukan sendiri oleh ANGGOTA
atau melalui petugas yang ditunjuk oleh TAMZIS pada hari dan jam kas di kantor TAMZIS, dan apabila dilakukan
diluar hari dan jam kas kantor TAMZIS maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya

4. Dalam hal ANGGOTA terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan ayat 1 Pasal
ini, maka TAMZIS akan membebankan dan ANGGOTA setuju akan membayar denda (ta’zir) sebesar Rp O, (Nol
Rupiah) per hari keterlambatan yang bersifat final dan wajib dibayarkan kepada TAMZIS untuk dimasukkan ke
dana sosial. .

Pasal 6
BIAYA — BIAYA DAN PAJAK
1. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akad Murabahah ini merupakan beban yang harus dibayar oleh
ANGGOTA kepada TAMZIS langsung setelah penandatangan akad ini, adalah sebagai berikut

1. Biaya Penjaminan ‘Rp 333.200,-
2. Biaya Materai (S lembar) Rp 35.000,-
3. Biaya Administrasi Rp 50.000,-
4. Biaya Notaris ‘Rp 150.000,-

Total Biaya Rp 568.200,-

2. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh
ANGGOTA, kecuali Pajak Penghasilan TAMZIS.

Pasal 7
SYARAT REALISASI
1. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pihak yang
berwenang, TAMZIS berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi, setelah ANGGOTA memenuhy
seluruh persyaratan sebagai berikut:
a. Menyerahkan kepada TAMZIS seluruh dokumen yang disyaratkan oleh TAMZIS termasuk tetapl tidak
terbatas pada dokumen bukti diri ANGGOTA, dokumen kepemilikan agunan dan atau surat lainnya yang
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berkaitan dengan Akad ini dan dokumen pengikatan agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan
Pemberian Pembiayaan (SP3) dari TAMZIS
Menandatangani Akad ini dan pengikatan agunan yang disyaratkan oleh TAMZIS.
Melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh TAMZIS sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan
Pemberian Pembiayaan ($P3) dan yang terkait dengan pembuatan Akad ini

d.  Telah menyerahkan Surat Pengakuan Hutang
Atas penyerahan-penyerahan dokumen dari ANGGOTA tersebut, TAMZIS wajib menerbitkan dan menyerahkan
tanda-bukti penerimaannya kepada ANGGOTA.
Dalam hal TAMZIS telah membayar kepada Pemasok termasuk pembayaran uang muka, maka ANGGOTA tidak
dapat membatalkan Akad ini secara sepihak.

Pasal 8

AGUNAN

1. Untuk menjamin ketaatan dan kesungguhan ANGGOTA terhadap segala ketentuan dalam Akad ini dan untulf
tertibnya pembayaran kembali/pelunasan modal dan bagian keuntungan tepat waktu yang telah disepakati
para pihak berdasarkan Akad ini, maka ANGGOTA dan/atau Penjamin menjaminkan barang sebagal agunan
kepada TAMZIS berupa: 3
1. Sebuah Sepeda Motor / Mobil Merek HONDA Tipe VARIO Nomor Polisi NEW Tahun Pembuatan 2019

Nomor Rangka XXXXX Nomor Mesin XXXXX Yang Dibuktikan Dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
Nomor PROSES Atas Nama XXXXX.

2. Sebagai dasar pengikatan agunan oleh TAMZIS, maka ANGGOTA menyerahkan bukti pemilikan barang-barang
Agunan, serta akan dibuat dalam suatu Akad tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menjadi
satu kesatuan tidak terpisahkan dari Akad ini.

3. Apabila menurut pendapat TAMZIS nilai dari Agunan tidak lagi cukup untuk menjamin kewajiban ANGGOTA
terhadap segala ketentuan dalam Akad ini, maka atas permintaan pertama dari TAMZIS, ANGGOTA wajib
menambah Agunan lainaya yang disetujui TAMZIS.

4, Setelah pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh TAMZIS, atau berdasarkan pertimbangan TAMZIS barang-barang

agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan, TAMZIS wajib

mengembalikan bukti-bukti kepemilikan barang-barang Agunan tersebut kepada Pemilik sebagaimana proses
pengikatan Agunan oleh ANGGOTA dan atau Pemilik.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN ANGGOTA
ANGGOTA dengan ini menyatakan mengakui dan menjamin dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya,
bahwa:

1. ANGGOTA berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dokumen

. yang menjadi kelengkapannya telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ada serta berhak pula
untuk menjalankan usaha tersebut dalam Akad ini.

2. ANGGOTA dengan ini mengakui dan berjanji bahwa Pembiayaan ini benar-benar digunakan oleh ANGGOTA
sendiri serta bertanggung-jawab penuh terhadap Pembiayaan tersebut.

3. ANGGOTA pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan sengketa berupa apapun juga yang dapat
mengancam harta kekayaan ANGGOTA.

4. Dalam hal ANGGOTA berbentuk Badan Hukum, ANGGOTA menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta
akta yang ANGGOTA tanda-tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar,
keberadaannya sah menurut syariah dan hukum positif Indonesia, tindakan ANGGOTA tidak melanggar atau
bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan ANGGOTA,

5. ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri bahwa dalam hal objek transaksi Murabahah menjadi
jaminan pembiayaan, tidak akan memindah-tangankan hak atas barang yang menjadi objek transaksi
Murabahah tersebut sebelum selesainya seluruh kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS.

6. Dalam hal ANGGOTA berbentuk Badan Hukum, ANGGOTA menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan
Akad ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan ANGGOTA telah mengetahu! dan
menyetujui hal-hal yang dilakukan ANGGOTA berkaitan dengan Akad ini.

7. Selama berlangsungnya masa Akad ini, ANGGOTA akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan
sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya.

8. Diadakannya Akad ini dan/atau Akad tambahan (Addendum) Akad ini tidak akan bertentangan dengan suaty
Akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh ANGGOTA dengan pihak ketiga lainnya.

000265/TMZ-AHD/MRA/0009/V11/2019




Oalam hal betum dicukapinys barang jaminan unfule melunas keaplinns AMCALTTA wagada TASZE
ANGGOTA betjanil dan dengan inl mengikatian dirl antuk dan wnkio ke wakt @harra vemsplmesipn (o
solesal akan menyarahkan kopnda TAMZIS, jsminan jaminsn tarmbmba gang Sls kg o ALY,
Sepanjang tHidak bertentangan dengan peratucan perundang undangan yang bersk MVOGGTR baoung dan
dengan ini mengikatkan dirl mandahuluban untuk membeyar dan melunest kassptun AGATA iy
TAMZIS dact kewanjiban lainnya

Dalamy hal-hal yang barkattan dengan ayat 1, 2 dan atau § Pasal inl, ANGOOTA beejaty dan dergan
mengikatkan dick untuk membebaskan TARAAS dan sogals tuntitan stau gagnian yarg Gatang dac piae
manapun dan/atau atas alasan apa pun

Pasal 10
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN ANGGOTA

Selama jangka waktu Akad inl, ANGGOTA tidak akan melakuksn sebmgian atau seluribiongs Garl gerinstan pa it
sebagal berikul, kecuall sotelah mendapatkan persetujuan tertulis dan TARZ

1

10.

Memindah tangankan hak atas barang yang menjadi objek teansaks Murabishoh dataen bl sl aisaes
Mutabahah menjadi Agunan pembiayaan, sebelum selesainya selurub kwmptinn AWGGOTA cagads TAMIS
Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi danf/atau konsolidas kegatan usaha ANGALTTA  dengen
perorangan/badan usaha/badan hukum lain

Menjual balk sebaglan atau seluruh asset ANGGOTA yanig nyata-fiysta akan Memoergarly kaamsuss
atau cara membayar atau melunasi Kewajiban ANGGOTA atau sisa ewspban ANGGOTA, kacush oatpn
barang dagangan yang menjad| keglatan usaha ANGGOTA.

Membuat hutang lain kepada pihak ketiga.

Mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, susunan pemegang sahar, Korsars, e/
Direkst ANGGOTA.

ANGGOTA atau pihak ketiga telah memohon kepallitan terhadap ANGGOTA

Apablla karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan difyatakan batal berdasareas putuss
Pengadilan atau Badan Arbitrase.

Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengsn Tupsan egaten et
ANGGOTA

Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dar kedudukan/iokas Bacang T W
atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang objek transaks Murabahah ste Sarery
jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain

Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, rurator, Teadatorn ste
pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 11
CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, TAMZIS berhak untuk menagh pembayaran dao ANGGOTA siay
siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumish kewapban ANGCOTA keoads
TAMZIS berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekabgus, tanps dperiukan sdanys wrw
pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau perstive lenenut @ bewet

1

ANGGOTA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajban lepsl peda seviy g
diperjanjikan sesuai dengan tanggal jadwal pembayaran yang telah diserahkan ANGOOTA kepacda TAMIN
Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang Agunan dar kedudukan/okas Darang tu wmus
atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang objek transaks Murabanah kepeds pnae
lain dalam hal objek transaksi Murabahah menjadi Agunan Pembayaan

ANGGOTA menggunakan pembiayaan yang diberikan TAMZIS diluar tujuan alau rencana kerp yang elan
mendapatkan persetujuan tertulis dari TAMZIS

Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang duerancan
ANGGOTA kepada TAMZIS dalam Akad ini adalah palsu, idak sah, atau tidak benar

Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ANGGOTA dalam Akad i mengad semboro,
pemabuk, atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadian yang telah berkecuatan
hukum tetap dan pasti karena tindak pidana yang dilakukannya

ANGGOTA tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan 3tau leoin sebagamana wetentuan
yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Akad ini.

Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ' diandatangan #lau
diberlakukan pada kemudian hari, ANGGOTA tidak dapat atau tidak berhak menjad ANGGOTA.
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14,

15.

16.

17.

18.

GGOTA atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap ANGGOTA.

Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian akta pengikatan jaminan dinyatakan batal atau
dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase Syariah atau nilai agunan berkurang
sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup atas seluruh kewajiban, satu dan lain
menurut pertimbangan dan penetapan TAMZIS.

. Apabila keadaan keuangan ANGGOTA/Penjamin tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada TAMZIS

baik karena kesengajaan atau kelalaian ANGGOTA.

- Harta benda ANGGOTA/Penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan

kepada TAMZIS, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag) oleh
pihak ketiga.

ANGGOTA/Penjamin masuk dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar (blacklist) yang dikeluarkan oleh
Pihak Berwenang atau lembaga lain yang terkait

- ANGGOTA/Penjamin memberikan keterangan, baik lisan atau bertulis, yang tidak benar dalam arti materiil

tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, barang agunan dan segala keterangan atau dokumen yang
diberikan kepada TAMZIS sehubungan dengan kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS atau jika ANGGOTA
menyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh
pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatanganinya sehingga tanda bukti penerimaan atau surat
pemindahbukuan tersebut tidak sah.

ANGGOTA/Penjamin meminta penundaan pembayaran (surseunce van betaling), tidak mampu membayar,
memohon agar dirinya dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit, ditaruh dibawah perwalian atau
pengampuan, atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai
harta bendanya atau dilikuidasi (apabila ANGGOTA adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan
badan hukum).

ANGGOTA, sebelum atau sesudah fasilitas pembiayaan diberikan oleh TAMZIS, juga mempunyai kewajban
kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada TAMZIS baik sebelum fasilitas
diberikan atau sebelum kewajiban lain tersebut diperoleh.

ANGGOTA/penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad ini,
Akad pemberian agunan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini.
ANGGOTA/Penjamin meninggal dunia/dibubarkan/bubar (apabila ANGGOTA adalah suatu badan usaha
berbadan hukum atau bukan badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak
diketahui untuk waktu yang lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terfibat dalam suatu
perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan TAMZIS dapat membahayakan pemberan fasilitas
pembiayaan, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara.

Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat TAMZIS akan dapat mengakibatkan ANGGOTA/Penjamin
tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada TAMZIS.

Pasal 12
AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila ANGGOTA tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut
dalam Pasal 10 Akad ini, maka TAMZIS berhak:

1

Menarik dana pembiayaan dan kewajiban ANGGOTA lainnya yang harus diberikan ke TAMZIS berdasarkan
Akad Pembiayaan ini, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dar Badan
Arbitrase Nasional atau Pengadilan Agama.

Menjual barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan uang hasil penjualan barang Jaminan
tersebut digunakan TAMZIS untuk membayar/melunasi Kewajiban ANGGOTA atau sisa Kewajiban ANGGOTA
Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka ANGGOTA dan TAMZIS sepakat, harga
penjualan barang jaminan ditetapkan oleh TAMZIS dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika
barang jaminan dijual.

Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar Kewajiban ANGGOTA, maka
ANGGOTA wajib melunasi sisa Kewajiban ANGGOTA vyang belum dibayar sampai lunas. Apabila hasil
penjualan barang jaminan melebihi jumlah Kewajiban ANGGOTA atau sisa Kewajiban ANGGOTA, maka
TAMZIS wajib menyerahkan kelebihan tersebut kepada ANGGOTA.

Pasal 13
PENANGGUNG JAWAB

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan ANGGOTA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan akan
dilimpahkan kepada:
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XXXXX

ama
||mnr,/1'ml"'/?l' thr XXXXX
pekerjaan XXXXX
Alamat Rumah XXX
Nomor KTP XXXXX
Pasal 14
TA'AWUN

ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan dirl kepada TAMZIS untuk membayarkan dans Hiah kepads
divisi ta’awun (penjaminan) sebagai biaya atas resiko kematian

Ketentuan syarat Klaim dan tata cara lalnnya akan diatur oleh divisi ta‘awun (penjaminan) datam lampiran
tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISINAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang
terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para piha
secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan nami
perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka para pi
dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesatkannya melalul Pengadilan Agama atau
Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku.

tercantum di dalam Akad ind ateu
K sepakat untuk menyelesalkaniys

in perbedaan pendapat atau penalsiran
hak bersepakat dan
Radan

pasal 16
PEMBERITAHUAN
Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pembmtahuan yang harus dikinm oleh masing masing pitak
kepada pihak lain dalam Akad ini mengenal atau sehubungan dengan Akad ini, dilakukan dengan pos
“tarcatat” atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau dengan sarana komunikasi lain ke alamat-alamat
Para Pihak sebagaimana yang tersebut pada bagian awal Akad ini
Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman
‘pos tectatat atau bukti penerirnaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili TAMZIS

atau ANGGOTA.

Dalam hal terjadi perubahan alamat dari
masing-masing pihak, maka perubahan tersebut

alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatal pada
harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam

Akad ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud

Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan
pemberitahuan berdasarkan Akad ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimaya
surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatal atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau sarana
komunikasi lain yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada

masing-masing pihak.

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP
sebelum Akad ditandatangani oleh ANGGOTA, ANGGOTA mengakul dengan sebenarmya, dan tidak lain
dari/yang sebenarnya, bahwa ANGGOTA telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh
Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad inl, sehingga oleh karena ity
ANGGOTA memahami sepenuhnya segala yang menjadi akibat hukum setelah ANGGOTA menandatangani
Akad ini.
Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak- pihak yang menetima hak dar masing:
masing Para Pihak.
Akad ini memuat dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapa! oleh
Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun isan, mengenai hal yang sama
Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku. maka
tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya
Para Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam Akad ini dipakai hanva untuk memudahkan
pembaca Akad ini, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas is) Akad
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4 Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka TAMZIS dan ANGGOTA
akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Akad tambahan (Addendum)
yang ditandatangani oleh Para Pihak.

7. Tiap Akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad
ini.

Demikian Akad ini, dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal
Akad ini oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan
oleh Para Pihak, dan masing-masing berlaku sebagal aslinya.

ANGGOTA TAMZIS
(XXXXX) (_SUKAMTO,S.T. )
Menyetujui,
Suami/Istri/Orang tua®
(XXXXX)

Saksi-saksi:
+ Saksil Saksi 2 Saksi 3 Saksi 4
(JOXXXX) (XXXXX) (XXXXX) DOXXXX)
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusar 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/1V/2000

Tentang
TABUNGAN

o e B e

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang . a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan keaajahte
dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan
jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang
penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu
simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tédayi t
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu;

b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh
hukum Islam (syari’ah);

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa

tentang bentuk-bentuk mu’amalah syariiyah untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

SRS f’;yuu e Rt N AR 10\ L@T/ "

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di

antaramu...”.
2. Firman Allah QS. al-Baqgarah [2]: 283:
A G st Ly L;.JJ\ 3l Vg S Ll 0.

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]' 1

8z
oa‘ oJ/ T

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

G



02 Tabungan 2

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

e A ,J\ S L
“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”
5. Hadis Nabi riwayat lbnu Abbas:

z -

LA s JUd w5 13 w1 G A O
: z - /a/////éo/ // }o//af - <,
S i Yo c\gb\jQJJ&ng c\fq‘\.:myww\-p&

T U A A s R AR D
J}_wiji.&'clﬂacwbd)byupcgb)%fobd:b@

z -
-

£ 5. . E7 /j// - o\~ ’\w &/ M
(b o) o

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepadadharibnya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(mudhari) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
I e BNE06 g A e b LA
BUCED) C::I{:Y t;MUi}/ ;;;LJL:/ iﬁa\ _E_I;-/} 43:03\.&\/) c&};j éjl/
(e 5 b

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah)an
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual."{HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
L T 5T W 205 Gl ) el G s ALl

Lz

ERAPS AR b yg/ ;_g,)/ajj.}d S5 O selly

-

A\

(P58 op 308 o8 S Al oly))

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haran(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Dewan Syariah Nasional MUI



02 Tabungan 3

10.

11.

Memperhatikan

ljma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang,mudhari) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah ZuhaditFigh al-Islami wa
Adillatuhu, 1989, 4/838).

Qiyas. Transaksi mudharabah digiyaskan kepada transaksi
musagah.

Kaidah figh:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

&

JX o

NE SRR WAN]

-

f

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu,
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syars@malgada hari

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN
Pertama . Tabungan ada dua jenis:

1.

2.

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan
yang berdasarkan perhitungan bunga.

Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan
prinsip MudharabahdanWadi’ah

Kedua . Ketentuan Umum Tabungan berdasarkdharabah

1.

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau
pengelola dana.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya
mudharabah dengan pihak lain.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai
dan bukan piutang.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
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02 Tabungan 4

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga . Ketentuan Umum Tabungan berdasaMéadi’ah
1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan sajm (cal) atau berdasar-kan
kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420.H
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

. Sekretaris,

Ketua, ‘

Prof. KH. Ali Yafie
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3456932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
MURABAHAH

S o

Dewan Syari'ah Nasional setelah
Menimbang . a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana

dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan,
bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba;

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
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“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 275:
M LG . o0 /& g
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"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'’idah [5]: 1:

A A A SR
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”
4. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 280:

s s Or /f/'/,/,./u }u/,“/,/ o./
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“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:
a//*w ﬂ/ )/5,‘/‘,; TR
4_:15«4.\)‘&-»&“”‘&)}”")‘)‘ &\dpjdj.bd‘wd\u&
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Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."
(HR. al-Baihagi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh lbnu
Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
AR TP LS A N S T R S - . A s g °
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“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai,mugaradhah (mudharabah)3an
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
S S I A T V) (el N[ P k)
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(S5 e oo gl Aol ))
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang harantHR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

ity

f

8. Hadis Nabi riwayat jama’ah:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud lbu Majah dan Ahmad:

20 }/ 2.0
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi
kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat "Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

wug\@ubﬂsuprujw:»\y&\Jy)JMm\

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam
jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. ljma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara
Murabahah(lbnu Rusyd,Bidayah al-Mujtahid,juz 2, hal. 161;
lihat pula al-KasaniBada'i as-Sana’ijuz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:
Lol =5 Lo S I 0

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

NE SRR IR WAN]
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Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syars@malgada hari
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG MURABAHAH

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjankbosus
dengan nasabah.

Dewan Syariah Nasional MUI
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9.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua . Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1.

Nasabah mengajukan permohonan dan jpeibelian suatu
barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengaygagji

telah disepakatinya, karena secara hukum jamejisebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uangnuka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrakbbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1.

2.

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1.

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam Murabahabh:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarabh.

Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420.H
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

#Drs. H.A. Nazri Adlani
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